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ABSTRAK
Muhamad Sidiq. 2025. Tesis ini berjudul: ““ Peran dan kewenangan wali hakim Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali
Nasab Yang Berbeda Agama Dalam Pernikahan : Studi Kasus KUA
Ciracas”. Tesis. Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam. Dosen
Pembimbing: Dr.Muslihun,Lc., M.Fil.I

Kata Kunci: Wali Hakim, Wali Nasab, Perbedaan Agama, Pernikahan, KUA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan wali
hakim Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelesaikan
permasalahan wali nasab yang berbeda agama dalam pernikahan, dengan studi
kasus di KUA Ciracas, Jakarta Timur. Fokus penelitian adalah memahami
mekanisme perpindahan wali nasab ke wali hakim berdasarkan Pasal 23
Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta tinjauan fikih Islam terhadap fenomena
tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif,
dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif
untuk menggambarkan proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi
perpindahan wali nasab ke wali hakim, serta implikasi hukumnya dalam
konteks fikih Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan wali nasab ke wali
hakim terjadi ketika wali nasab tidak dapat menjalankan kewajibannya,
terutama dalam kasus perbedaan agama antara wali nasab dan calon pengantin.
Faktor-faktor penyebab perpindahan tersebut meliputi ketidakhadiran wali
nasab, penolakan wali nasab karena perbedaan agama, dan kondisi sosial
budaya yang kompleks. Secara fikih, perpindahan wali nasab ke wali hakim
diperbolehkan untuk menjamin sahnya pernikahan dan melindungi hak calon
pengantin. Namun, status hukum perpindahan ini menjadi kontroversial ketika
wali ab’ad (wali jauh) masih ada, sehingga memerlukan penafsiran yang
mendalam berdasarkan prinsip-prinsip fikih dan ketentuan Pasal 23 KHI. Studi
kasus di KUA Ciracas mengungkapkan bahwa wali hakim berperan aktif
sebagai solusi hukum dan sosial dalam menyelesaikan konflik wali nasab yang
berbeda agama, dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan
dan nilai-nilai fikih Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam
memahami dinamika kewenangan wali hakim dalam konteks pernikahan lintas
agama dan menawarkan rekomendasi bagi KUA dan lembaga terkait untuk
memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa wali nasab secara adil dan
sesuai syariat Islam.
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ABSTRACT

Muhamad Sidiq. 2025. This thesis is entitled: “The Role and Authority of the Wali
Hakim (Judge Guardian) of the Office of Religious Affairs (KUA) in
Resolving Issues of Wali Nasab (Lineage Guardian) of Different Religions in
Marriage: A Case Study of KUA Ciracas.” Thesis. Postgraduate Program in
Islamic Religious Education. Supervisor: Dr. Muslihun, Lc., M.Fil.I

Keywords: Wali Hakim, Wali Nasab, Religious Differences, Marriage, KUA

This study aims to analyze the role and authority of the Wali Hakim, Head of the
Office of Religious Affairs (KUA), in resolving issues concerning Wali Nasab of
different religions in marriage, with a case study at KUA Ciracas, East Jakarta. The
research focuses on understanding the mechanism of transferring the Wali Nasab to
the Wali Hakim based on Article 23 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the
Islamic jurisprudence perspective on this phenomenon.

The research method used is a qualitative approach with data collection techniques
including in-depth interviews, participatory observation, and document study. Data
analysis is conducted descriptively and qualitatively to describe the process and
factors influencing the transfer of Wali Nasab to Wali Hakim, as well as the legal
implications within the context of Islamic jurisprudence.

The results show that the transfer of Wali Nasab to Wali Hakim occurs when the
Wali Nasab is unable to fulfill their duties, especially in cases of religious differences
between the Wali Nasab and the prospective bride or groom. Factors causing this
transfer include the absence of the Wali Nasab, rejection by the Wali Nasab due to
religious differences, and complex socio-cultural conditions. From a figh perspective,
the transfer is permitted to ensure the validity of the marriage and protect the rights of
the prospective bride or groom. However, the legal status of this transfer becomes
controversial when a wali ab’ad (distant guardian) still exists, requiring deep
interpretation based on figh principles and Article 23 of the KHI. The case study at
KUA Ciracas reveals that the Wali Hakim plays an active role as a legal and social
solution in resolving conflicts involving Wali Nasab of different religions, while still
referring to statutory regulations and Islamic figh values. This study contributes
significantly to understanding the dynamics of the Wali Hakim’s authority in the
context of interfaith marriage and offers recommendations for KUA and related
institutions to strengthen fair dispute resolution mechanisms for Wali Nasab in
accordance with Islamic law.
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